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  PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
Alamat : Jalan Raya Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lebong 

TUBEI – 39165 

 

  KEPUTUSAN 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN LEBONG 

NOMOR : 800/        /Disdikbud/2018 

 

TENTANG 

 

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )  

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 

 

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

 

 

b. 

bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan 

transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, 

berhasil guna dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) 

untuk mengetahui kemampuan  dalam penjabaran Visi, Misi 

dan Tujuan serta Sasaran Organisasi; 

bahwa untuk tujuan dimaksud hurup a diatas, Penetapan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong Tahun 2017 

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Lebong; 

 

Mengingat : 1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan 

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, 

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248); 

 

Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2000 tentang 2Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 

Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi 

Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4349); 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ; 

 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamabahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

 

17. 

 

 

 

18. 

 

 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4493); 

 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negra 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4616); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat 

Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; 

 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 

 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan 

Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ; 

 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

 

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 

589/IX/6/Y/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

 

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor 

239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

 

Peraturan Bupati Lebong Nomor 25 Tahun 2008 Tentang 

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebong. 

 

 



viii 
 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  : LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

PEMERINTAH ( LAKIP ) DINAS PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 

 

KESATU : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) 

dimaksud merupakan laporan Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Lebong kepada Bupati Lebong sebagai 

laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

penetapan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Lebong 

 

KEDUA : Naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong  tahun 2017 

dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana terlampir, 

merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; 

 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan 

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di :  Tubei 

Pada Tanggal :       Januari  2018 

Kepala, 

 

 

 

 

M. TAUFIK A, M.Pd 

Pembina Utama Muda, IV/c 

NIP. 19640808 198409 1 002
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